PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Tahun 2022 serta hasil evaluasi pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian sehubungan
dengan perubahan akun Media Sosial Resmi Instagram di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor  6/Kpts/KPU-
Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin ini adalah:

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



Catatan

456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
526/HM.02-Kpt/06/KPU/VI1II/2021 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2022
diatur tentang:

Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Keputusan KPU Kabupaten Merangin ini mulai berlaku ditetapkan
tanggal 12 Mei 2022.
- Lampiran 2 halaman.



